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Mengingat 

PERATURANDAERAHKOTAPALEMBANG 

NOMOR .:2. TAHUN 2009 

TENTANG 

PENYELENGGARAANADMINISTRASIKEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

W ALIKOTA PALEMBANG, 

a bahwa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perlu diselenggarakan 
melalui penataan administrasi dan pencrbitan dokumen kependudukan serta 
pencatatan sipil secara tertib, terpadu, terarah. terkoordinasi clan 
bcrkesinambw,gan ; 

' 
b. bahwa Peraturan Daerah mengenai aduiinistrasi kependudukan scbagaimana 

diatur dalam Peraturan Daerah Kota P~ 11bang Nomor 15 Tahun 2007 tentang 
Administrasi Kcpendudukan sudah 11i.:llk sesuai lagi dengan perkembangan 
keadaan dan tuntutan pcnyelenggaraan administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 23 Taltun 2006 tcntang Administrasi Kependudukan ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, 
perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Penye!enggaraan 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II dan Kotapraja di Sumatera - Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 
Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara 
Rl Tahun 1974 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (Lernbaran Negara Rl Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan 
Lembaran Negara Rl Nomor 3209) ; 

4. Undang-Undang Nornor 9 Tahun 1992 tcntang Keimigrasian (Lembaran 
Negara Rl Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
3474); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun I 999 tentang Hale Azazi Manusia 
(Lernbaran Negara RJ Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
RI 3886 Nomor ) ; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara 
Rl Nomor4235); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturao 
Pcrundaog-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahao 
Lembaran Negara RJ Nomor 4389 ) ; 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Teutang Pemerintahan Daerab 
(Lembaran Negara R1 Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembamn Negara 
RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kcwarganegaraan RI 
(Lembaran Negara RI Tahoo 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4634) ; 

JO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 4674) ; 
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I I. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor I Tahun 1974 (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3258) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian 
Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 3742) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 4674) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerinmhan antara Pc:mcrintah, Pcmerintahan Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 28, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor.: 4737); 

16. Peraturan Presidcn Republik lndo'\t: a Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Kependu<!ukan dan Pen~tatan Sipil ; 

17. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaaan Infonnasi 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 119) ; 

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Penduduk ; 

l 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman 
Pclayanan Penda.~an Penduduk ; 

21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang 
Ketentraman dan Kctertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 
Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 
2007 Nomor 13) ; 

22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Pc:mbinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Daerah 
Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31 ) ; 

23. Peraruran Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 
2008 Nomor 6) ; 

24. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 
Palembang (Lembaran Daetah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9). 

Oengan Pel'!letujuan Bersama 

DEW AN PER\VAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG 

dan 

W ALIKOTA PALEMBANG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENT ANG PENYELENGGARAAN 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

I. Daerah adalah Kota Palembang. 
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2. Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Palembang. 
3. Walikola adalah Walikota Palembang. 
4. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 

penyelcnggaman administrasi yang meliputi pencatatan dan pelaporan terhadap 
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting berupa pindab datang, perubahan 
alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap bagi orang asing, kelahiran, 
kemalian, lahir mati, perkawinan, perceraian, dan peristiwa penting lainnya. 

5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang 
selaku lnstansi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan 
dalam Urusan Administrasi Kependudukan. 

6. Supervisor Perizinan adalab Petugas yang mempunyai kewenangan yang memberikan 
hak akses dalam operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). 

7. Supervisor Aplikasi adalah Petugas yang rnempunyai kewenangan dalam 
mengoperasikan perangkat dan sistem aplikasi Sistem lnformasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK). . 

&. Penanggung Jawab odoloh Ptjat>at yang diberikw1 kewenangan dan bertanggungjawab 
terhadap seluruh kegiatan operasional Sistem Infonnasi Administrasi Kependudukan 
~!AK). • 

9. Operator SIAK adalah Petugas yang mel&l i&lakan secara langsung pelayanan 
pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sit \t dalam program • ·Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK). 

10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan 
dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Pendudulc, Pencatatan Sipil, 
Pengelolaan Informasi Administra,i Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya 
untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor Jainnya. 

IL Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempattinggal di 
Indonesia. 

12. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami 
hambalan dalam memperolch dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana 
al am dan kerusuhan sosial. 

13. Peoduduk tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan adalah pendudukan yang 
tidak mampu melaksanakan karena penimbangan umur, sakit keras cacat fisik dan 
cacat mental. 

14. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bang:.a Indonesia asli dan orang-orang 
bangsa lain yaug di,ahkiUl dcngan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. 

15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia 
16. Dokumen Kependudukan adalah dolcumnen resmi yang diterbitkan oleh instansi 

pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang 
dihasilkan dari Pelayanan Pendaftw:an Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur 
sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan 
Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan 
serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa: kartu identitas atau surat keterangan 
kependudukan. 

19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus 
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu 
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya 
meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal 
tetap. 

20. Nomor lnduk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor indentitas 
penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang 
terdaftar sebagai penduduk Indonesia 

21 . Ka.tu Kcluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga 
yang memuat dala tentang namn, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta 

.identitas anggota keluarga 
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi 

pcnduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh lnstansi Pelaksana yang berlaku 
diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang 
clalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. 

24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatao Peristiwa penting 
yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, 
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak pengesahan anak, 
pengangkatan anak, perubahan narna dan perubahan status kewarganegaraan. 

26. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk 
tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang 
terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

27. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk 
tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

28. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab 
memberilcan pelayanru, pelaporan pcristiw11 Kependudukan dan Peristiwa Penting 
serta P,mgelolaan dan Penyajian Data Kependudukan di Kelurahan. 

29. Sistem lnforrnasi Administrasi Kependudukan; <Selanjutnya disingkat SIAK, adalah 
sistcm informasi yang memanfaatkan te~ ,gi informasi dan komunikasi untuk 
mernfasilitasi pengelolaan informasi Adiiiihistrasi Kependudukan di tingkat 
penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. 

30. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga 
kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 

31. Kantor Urusan Agarna Kecamatan selanjutnya disingkat KUA.Kee, adalah saruan kerja 
yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan 
bagi Penduduk yang beragama Islam. 

32. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pemyataan dan pelaksanaan 
hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang 
diwujudkan dengan prilaku ketaqwaan dan peribadatan terbadap Tuhan Yang Maha 
Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa 
Indonesia. 

33. Penghayat Kepercayaao Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut 
Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang mengakui clan meyakini nilai-nilai 
penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

34. Surat Perkawinan Pcnghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan 
Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka 
Penghayat Kepercayaan. 

35. Databa~e adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara 
sistematik, terstuktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, 
perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Pengguna Data Pribadi Penduduk 
adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai 
dengan bidangnya. 

36. Sur.it Keterangan Tinggal · Sementara disingkat SKTS adalah Surat keterangan bagi 
penduduk sementara yang dating dan masuk ke daerah dengan maksud untuk mencari 
nafkah/pekerjaan dan bclajar /sekolah tetapi tidak bennaksud menjadi penduduk tetap 
dalam Kota Palembang. 

37. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SPBOA) adalah Surat bukti yang diberikan 
kepada penduduk Orang Asing yang berdom.isili dalam wilayah Kota Palembang. 

BABII 

RAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK 

Pasal 2 

Setiap Penduduk mempunyai hale untuk memperoleh : 
a. Dokumen Kependudukan ; 
b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dao Pencatatan Sipil ; 
c. Pedindungan atas Data Pribadi ; 
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cl. Kepastian hukum atas Kepemilikan dokwnen ; 
e. Informasi mengenai data basil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas 

dirinya dan/atau keluarganya. 

Pasal3 

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kcpendudukan dan Peristiwa Penting 
yang dialaminya kepada lnstansi Pelaksana dcngan memenuhi persyaratan yang 
diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipiJ. 

BAB ill 
KEWENANGAN PENYELENGGARA 

DAN INSTANSI PELAKSANA 

Bagian Kesatu 
Kewenangan 

Pasal 4 

Pemerintah Kota berkewajiban dan bertang&~.~ jawab menyelcnggarakan Urusan 
Administrasi Kependudukan, yang dilaksaf'J..;:an olch Instansi Pelaks3lla dengan 
kewenangan meliputi : 
a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; 
b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi 

Kependudukan ; 

c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan 
ketentuan peraluran perundang-undangan ; 

d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 
e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi 

Kependudukan ; 
f. Penugasan kepada Kelurahan dan Kecamatan untuk penyelenggaraan sebagian 

Un•san Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas Perbantuan. 
g. Pengelolann dan penyajian data kependudukan berskala kota ; clan 
h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

Bagian Kedu11 
lnshlnsi Pelaksana 

PasalS 

( l) lnstansi Pelaksana dalarn melaksanakan Urosan Administrasi Kependudukan 
berkewajiban : 
a. Mcndaftar Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting ; 
b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk 

atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ; 
c. Mencrbitkan Dokumen Kependudukan ; 
d. Mendokumentasikan basil Pendaftaran Penduduk clan Pencatatan Sipil ; 
e. Menjarnin Kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan 

Peristiwa Penting ; dan 
f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan infonnasi yang disampaikan oleh 

penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil . 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (I) untuk persyaratan dan tata cara 
Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang beragama lainnya diakui sebagai 
agama berpedoman pada ketentuan peraturan pcrondang-undangan yang berlaku. 

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a. untuk pencatatan nikah, 
talak, cefai, dan rujuk bagj Penduduk yang beragarna Islam pada Tingkat 
Kecamatan dilakukan oleh Pegawai pencatat pada Kantor Urosan Agama (KUA) 
Kecamatan. 
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(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wituk persyaratan dan tata cara 
Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai 
agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-widangan atau bagi Penghayat 
Kepercayaan berpedoman pada peratumn perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal6 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diatur Jebih lanjut oleh Walikota. 

Pasal 7 

(I) Pejabat Pencatatan Sip ii mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran 
data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data 
dalam register Aleta Pencatatao Sipil, dan mcmbuat catatan pinggir akta-akta 
Pencatatan Sipil. 

(2) Kctentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian scrta 
tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil seb;fy,. .mana dimaksud pada ayat (I) diatur 
lebih lanjuti oleh Walikota. t 

• 
Pasal8 

(I) Petugas Registrasi membantu kelurahan dan Instansi Pelalcsana dalam Pendaftaran 
Pcnduduk dan Pencatatan Sipil. 

(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diangkat dan 
diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 
persyaratan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta 
tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih 
lanjut oleh Walikota. 

(4) Supervisor perizinan, pennnggung jawab, supervisor aplikasi pendaftaran 
penduduk dan supervisor aplikasi Pencatatan Sipil dan Operator SIAK. yanii 
melmanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang 
memenuhi persyaratan. 

BABIV 
PENDAITARANPENDUDUK 

Bagian Kesatu 
Nomor lnduk Kependudukan 

Pasal9 

(I) Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor lnduk Kependudukan (NIK). 

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berlaku seumur hidup, yang diberikan 
oleh Pemerintah dan diterbitlcan oleb lnstansi Pelaksana kepada setiap Penduduk 
dalam Daerah setelah dilakukan Pencatatan Biodata. 

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dicantumkan dalam setiap Dokumen 
Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi. 
nomor J)Qkok wajlb pajak, polis asuransi, sertifikat hale atas tanah, dan penerbitan 
dokumen identitas lainnya 

( I) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cam, dan ruang lingkup 
penerbitan identitas lainnya, serta mencantumkan NIK mempedomani peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Bagian Kedua 
Pcndaftaran Peristiwa Kependudukan 

Paragrafl 
Perubahan Alamat 

Pasal 10 

(I) Dalam hal tcrjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana, wajib 
menyelenggarakan penerbitan perubahao dokurnen pendaftaran penduduk. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahao 
dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 2 
Pindab Datang Penduduk dalam Wilayab 

Negara Kesatuan Repnblik Indonesia 

Pasal ll~ 

(I) Penduduk dalam Daerah yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, wajib melapor kepada lnstansi Pelaksana untuk mendapa'.kan Surat 
Keterangan Pindah. 

(2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah berdomisilinya Pcnduduk 
pindah dialamat yang baru untuk waktu yang lebih dari I (satu) tahun atau 
berdasarkan kebutuhan yang bersang)cutan untuk waktu yang kurang dari 1 ( satu) 
tahun. 

(3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaim&na dimaksud pada ayat (1) 
Penduduk yang bersangkutan, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana didaerah 
tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang. 

( 4) Surat Keteraogan Pindah Datang sebagajmana climoksud pada ayat (3) digunakan 
sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang 
bersangkutan. 

Pasal 12 

Instansi Pelaksana wajib menye!enggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk 
Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi. 

Pasal 13 

( I) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang rnemiliki 
lzin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kestuan Republik 
Indonesia, wajib melaporkan rencana kepindahaonya kepada Instansi Pelaksana.. 

(2) Berdasarkan laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (1 ), Instansi Pelaksana 
mendaftar dan menerbitkan Surat Ketcrangan Pindah Datang. 

(3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (I), melaporkan kedatangan kcpada 
Instansi Pclaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
ditcrbitkan Sur.it Keterangan Pindah Datang. 

( 4) Surat Kcterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakao 
sebagai dasar pt!Tllbahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat 
Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan. 
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Paragraf3 
Pindah Datang An tar Negara 

Pasal 14 

(I) Penduduk dalam Daerah yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana 
kepindahannya kepada Instansi Pelaksana. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), lnstansi Pe!aksana 
mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. 

(3) Penduduk yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dan berstatus 
menetap diluar negeri, wajib melaporkan kepada Perwak.ilan Republik Indonesia 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya. 

Pasal 15 
.,.. 

(1) Warga Negara Kesatuan Republik Jndo,il ,1a yang datang dari Luar }legeri dan 
sebelumnya tinggal di luar negeri, wajjJl' lapor kedatanganpya kepada Jnstansi 
Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Instansi Pelaksana 
mendaftar dan rnenerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai 
dasar penerbitan KK dan KTP. 

Pasal 16 

(!) Orang A sing yang memilil<l Ii.in Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri 
dan Orang Asing yang memiliki izin Iainnya, yang telah berubah status sebagai 
pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal diwilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana 
paling larnbat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tcrbatas. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I), Instansi Pelaksana 
mendaftar dan mencrbitkan Swat Keterangan Tempat Tinggal. 

(3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagairnana dimai(sud pada 
ayat (2), discsuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas. 

( 4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib 
dibawa pada saat bepergian. 

Pasal 17 

( I) Orang Asing yang memilik.i lzin Tinggal Terbatas yang telah berubah status 
menjadi Orang Asing yang memilil<l lzin Tinggal Tetap, wajib melapor kepada 
lnstansi Pelaksana paling lambat 14 (cmpat bclas) hari sejak diterbitkan Izin 
Tinggal Tetap. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Instansi Pelaksana 
mendaftar dan menerbitkan KK dan KT P. 

Pasal 18 

(I) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang 
memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri, wajib melapor 
kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana 
kepindahannya. 
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(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Instansi Pelaksana 
melakukan pendaftaran. 

Pasal 19 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pcrsyaratan dan tata cara Pendaftaran Peristiwa 
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasa! 11, Pasal 12, Pasal 13, 
Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasa! 18, mempedomanl ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 
Pendataan PendudukRentan Admlnistrasi Kependudukan 

Pasal20 

(1) lnstaosi Pelaksana melakukan pendataan 
Kependudukan yang meliputi : 
a. Penduduk korban bencana alam ; 
b. Penduduk korban bencana sosial ; 
c. Orang tcrlantar ; dan 
d. Komunikasi terpencil. 

• 

penduduk reotan Administrasi 

(2) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf a dan huruf I>, dapat dilakukan ditempat serncntara. 

(3) Ha~il pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar 
pencrbitan Surat Ketcrangan Kcpendudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi 
Kependudukan, 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pendataan penduduk 
rentan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.. 

Bagian Keempat 
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri 

Pasal 21 

(I) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa 
Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu olch Instansi 
Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang Jain. 

(2) Ketentuan lebih Ian jut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
mempedomani peraturan perundang-undangan yeng berlaku .. 

Bagian Kelima 
Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) 

Pasal 22 

(I) SKTS diberikan kepada pendatang dari luar daerah serta bertempat tinggal 
sementara dengan tidak bennaksud menjadi penduduk tetap daerah. 

(2) SKTS harus dimiliki yang bersangkutan selambat-Jambatnya 14 (empat belas) hari 
sejak menjadi penduduk sementara. 

(3) SKTS berlaku untuk I (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan 
mengajukan pennohonan. 

(4) SKTS diberikan oleh Walikota melalui Instansi Pelaksana. 

(2) Pemegang SKTS wajib melapotkan setiap perubahan data atas dirinya atau 
anggota keluarga kepada lnstansi Pelaksana. 
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Bagian Keenam 
Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) 

Pasal23 

(I) Setiap orang asing yang bertempat tinggal dalam Daerah harus memiliki SBPOA 

(2) SBPOA harus dimiliki yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) 
hari sejak penduduk Orang Asing tinggal terbatasltetap terscbut telah menjadi 
penduduk dalam Daerah. 

(3} Sl3POA berlaku untuk I (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat 
diperpanjang untuk I (satu) tahun berikutnya. 

(4) SIJPOA yang telah habis masa berlakunya, maka yang bersangkutan daJam jangka 
waktu 14 (cmpat belas) hari harus melapor dan menyampaikan permohonan untuk 
mempcrbaharuinya. 

(5) SBl'OA dikeluarkan oleb Walikota melalui Instansi Pelaksana. 

BAB 
/ 

PENCATATAN SIPIL • 

Bagian Kesatu 
Pencatatan Kelahiran 

Paragraf l 
Pencatatan Kelahiran 

Pasal 24 

(I) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Jnstansi Pelaksana 
ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lamb.11 60 ( enam puluh) hari sejak 
kelahiran. 

(2) Bedasarkan laporan sebagimana dimaksud pada ayat (I), Pejabat Pencatatan Sipil 
mencatat pada Register Akta Kelahiran dan Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 

Pasal 25 

( l) Pencatatan Kelahiran dalam registrasi Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan 
Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketabui asal­
usulnya atau kebcradaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang 
menemukan dilengkapi Belita Acara Pemcriksaan dari Kepolisian. 

(2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh 
Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana. 

Pasal 26 

Ketcnt.1an lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, mempedomani peraturan 
perundang-undangan yang berlaku .. 

Paragraf2 
Pencatatan Kelahiran Yang Melampaul Batas Waktu 

Pasal 27 

(1) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud clalam Pasal 24 ayat (I), yang 
melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari si,.mpai dengan I (satu) tahun sejak 
tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala 
lnstansi Pelaksana. 
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(2) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu I (satu) tahun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan. 

(3) Kctentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), mempedomani peraru.ran 
perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kedua 
Pencatatan Lahir Mati 

Pasal 28 

(1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. 

(2) lnstaMi Pelalcsana sebagaimana dimaksud pada ayat (I), menerbitkan Surat 
Keterangan Lahir Mati. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaxf4 dan tata cara pencatatan lahir mati 
sebagaiamana dimaksud pada ayat (l)t ijan ayat (2), mempedomani peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Bagiao Ketiga 
Pencatatao Perkawioao 

Pasal 29 

( I) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan waj ib 
dilaporkan oleh penduduk kepada Iostansi Pelaksana ditempat terjadinya 
perka,,..foan paling lam bat 60 ( enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pejabat Pencatatan 
Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta 
Perl<awinan. 

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dima.ksud pada ayat (2), masing-masing 
diberikan kepada suami dan isteri. 

(4) Pelaporan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk yang 
beragarna Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecarnatan. 

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
dalam Pasal 5 ayat (2) wajib dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 
kepada lnstansi Pelaksana dalam waktu paling lambat IO (sepuluh) hari sete!ah 
pencatatan perkawinan dilaksanakan. 

(3) 1-lasil Pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak memerlukan 
penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

Pasal 30 

Pencatalan Perkawinan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 29, berlaku pula 
bagi : 
a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ; dan 
b. Perkawinun Warga Negara Asing yang dilalcukan dtlarn Daerah atas permintaan 

Warga Negara Asing yang bersangkutan. 

Pasal 31 

Dalam ha! perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Alcta Perkawinan, pencatatan 
pcrkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan. 
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Pasal 32 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan 
sebagaimana dimalcsud pada Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, mempedomani peraturan 
perundang-undangan yang berlalcu. 

Bagian Keempat 
Pencatatan Pembatalan Perkawinao 

Pasal33 

(I) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami 
pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan 
puluh) hari, setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Insta.usi Pelaksana sebagai dimalcsud pada ayat (I), mencabut Kuti pan Aleta 
Perkawinan dan kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan 
Pembatalan Perkawinan. ~ 

• 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyar\1an dan tata cara pencatatan pembatalan 

perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), mempedomani 
peraturan pcrundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kelima 
Pencatatan Perceraiao 

Pasal 34 

( I) Perceraian wajib dilaporkan oleb yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana 
paling lambat 60 (eaam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Uerdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I ), Pejabat Pencatatan 
Sipil mencatat pada Register Aleta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta 
Pcrceraian. 

Bagiao Keen.am 
Pencatataa Pembatalan Perceraian 

Pasal 35 

(1) Pcrnbatalan Perceraian wajib di!aporkan oleh penduduk yang mengalami 
pcmbatalan perceraian kepada lnstansi Pelaksana paling larnbat 60 (enam puluh) 
hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah 
mcmperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimalcsud pada ayat ( l ), Insatansi Pelaksana 
mencabut Kutipan Akta Pcrceraian dari kepemilikan subjek akta clan 
mengeluarkan Sur:it Keterangan Pembatalan Perceraian. 

( 4) Kctentuan lebih Ian jut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan 
perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), mempedomani 
peraturan perundang-•undangan yang berlaku. 

Baglao Ketujub 
Pencatatan Kematiao 

Pasal 36 

(I ) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada 
lnstansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) bari sejak tanggal kematian. 
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(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Pejabat Pencatatan 
Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan AJcta 
Kematian. 

(3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan 
keterangan kematian dari pihak yang berwenang. 

( 4) Dalam ha! lerjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang kerena hilang atau mati 
tetapi tidak ditemukan jenazahnya. pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru 
dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan .. 

(5) Dalam ha! terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi 
Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari 
Kepoiisian. 

Pasal 37 

Kelentuan lebih lnnjut mengcnai persyaratan dan tata cara pcncatatan kematian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 memeimani peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. , 

Bagian Kedelapan 
Pencatatan Pengaogkatan Anak, Peogakuao Anak 

da■ Pengesahan Anak 

Paragraf I 
Pencatatan Pengangkatan anak 

Pasal38 

( l) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berda.~kan penetapan Pengadilan 
ditempat tinggal pernohon. 

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (I), wajib 
dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbilkan Kutipan 
Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan 
pcnetapan pengadilan oleh penduduk. 

(3) Bcrdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan 
Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta 
Kelahiran. 

Paragnf2 
Pencatatan Pengakuan Anak 

Pasal39 

(I) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling 
Iambat 30 (tiga puluh) bari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan 
disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan 

(2) Kew-ajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dikccualikan bagi 
orang rua yang agamanya tidak membenarkan pcngakuan anak yang lahir diluar 
hubungan perkawinan sah. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pejabat Pencatatan 
Sipil mencauit pada Register Aleta Pengakuan Anak dan mcnerbitkan Kutipan 
Akta Pengakuan Anak. 
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Paragraf3 
Pcncatatan Pengesahan Anak 

Pasal40 

(I) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada lnstansi Pelaksana 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan 
mclakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. 

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dikecualikan bagi 
orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar 
hubungan perkawioan sah. 

(3) Bcrdasarkan laporan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran. 

Pasal 41 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyarataRI'~ tata cara pencatatan pengangkatan 
anak, pengakuan anak, dan pengesahan antl"'ubagaimana dimaksud dalam Pasal 38, 
Pasal 39 dan Pasal 40, mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kescmbilan 
Pencatatan Peruhahan Nama dan Perubahan Status 

Kewarganegaraan 

Paragraf 1 
Pencatatan Perubaban Nama 

Pasal 42 

( I) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan 
Negeri tempat pemohon. 

(2) Pencatatan Pembahan nama sebagaimana dimaksutl pada ayat (I), wajib 
dilaporkan oleh penduduk kepada lnstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta 
Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan 
penetapan Pengadilan oleh penduduk. 

(3) Berdasarkan laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan 
Sipil membuat cacatatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan 
Akta Pencatatan Sipil. 

Paragraf2 
Pencatatan Perubaban Status Kewarganegaraan 

Pasal 43 

(I) Perubahan status kewarganegaraan Orang Asing menjadl Warga Negara Indonesia 
wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana 
ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 ( enam 
puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pemyataan janji setia oleh 
Pejabat. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( !), Pejabat Pencatatan 
Sipil membuat catatan pinggir pada register Aleta Pencatatan Sipil clan kutipan 
Akta Pencatatan Sipil. 
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Paragraf3 
l'cncatatan Perubaban Status Kewarganegaraan dari 

Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing 

Pasal44 

(I) Pcrubahan status kcwarganegaraan dan Warga Negara Indonesia diluar wilayah 
Negara Kesatuan Republik lndsonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari 
Negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada 
Perwakilan Republik Indonesia. 

(2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
rnenerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia. 

(3) Pelepasan Kewarganegaraan lndonsia sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
dibert3hukt1n oleh Pcrwakilan Rcpublik IuJum,sia secempat kepada Menteri yang 
berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diteruskan 
kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang 
bersangkutan. ; 

• 
(4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), Pcjabat 

Pencatatan Sipil mcncabut akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. 

Pasal45 

Ketentuan Iebib lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perubahan nama dan status 
kewargancgaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, 
mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kesepuluh 
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya 

Passi 46 

( I) Pellcatatan Pcristiwa Penting lainnya dilakukan oleb Pejabat Pencatatan Sipil atas 
permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan 
yang telah mcmperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I), paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari diterimanya salinan penetapan Pengadilan. 

(3) Ketentuan lebih Ian jut rnengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa 
Penting lainnya, mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kesebelas 
Pelaporan Penduduk Yaog Tidak Mampu Melaporkan Sendiri 

Pasal 47 

(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa 
Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu olch Instansi Pelaksana 
atau meminta hantuan kepada orang lain. 

(2) K.:lcnluan lebih lanjut mengenai persyarntan dan tata cara pelaporan penduduk 
s~bagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 
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BAB VI 
DAT A DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

Bagjan Kesatu 
Data Kependudukan 

Pasal 48 

( I) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan / atau data agregat 
Penduduk. 

(2) Data perseorangan, meliputi : 
a. Nomor.KK; 
b. NIK ; 
c. Nama Lengkap: 
d. Jenis Kelarnin ; 
e. Tempat Lahir : 
f. Tanggal/Bulan/fahun Lahir ; 
g. Golongan Darah ; 
h. Agama/Kepercayaan ; 
1. Status Perkawinan ; • 
J. Status Hubungan Dalarn Keluarga ; 
k. Cacat Fisik dan/atau Mental ; 
I. Pendidikan Terakhir ; 
m. Jenis Pekerjaan ; 
n. NIK Ibu Kandung ; 
o. Nama Ibu Kandung ; 
p. NIK Ayah: 
'I· Nama Ayah; 
r. Alarnat Sebelumnya : 
s. Alarnat Sekarang : 
t. Kepemilikan Akta Kelahiran / Surat Kenai Lahir ; 
u. Nomor Akla Kelahiran / Nomor Surat Kenai Lahir; 
v. Kepcmilikan Akta Perkawinan / Buku Nikah; 
w. Nomor Akta Perkawinan / Buku Nikah : 
x. Tangg;,1 Perkawinan ; 
y. Kepemilikan Akta Perceraian ; 
z. Nomor Akta Perceraian / Surat Cerai ; 
aa. Tanggal Pcrceraian. 

Bagian Kedua 
Dokumen Kependudukan 

Pasal49 

(I) Dokumen Kependudukan, meliputi : 
a. Biodata Penduduk ; 
b. KK ; 
c. KTP ; 
d. Surat Keterangan Kependudukan ; dan 
e. Akta Pencatatan Sipil. 

(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d, 
meliputi ; 
a. Surat Keterangan Pindah ; 
b. Surat Keterangan Pindah Datang ; 
c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ; 
d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 
e. Surat Keterangan Tempat Tinggal ; 
f. Surat Keterangan Kelahiran ; 
g. Surat Keterangan Lahir Mali ; 
h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ; 
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, . Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ; 
J. Surat Keterangan Kematian; 
k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak ; 
I. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia ; 
m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas ; dan 
n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil. 

(3) Ookumen Kepeodudukan sebagairnana dimaksud pada ayat (I), ditetbitkan dan 
ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana, meliputi : 
a. Biodata Penduduk, 
b. Kartu Keluarga (KK), 
c. Karru Tanda Penduduk (KTP), 
d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar 

Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi, 
e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negard Indonesia antar 

Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi, 
f. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah 

Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia, , 
g. Surat Kctcrangan Pindah ke Luar Ne&.-', Surat Keterangan Datang dari Luar 

Negeri, \JC, 

h. Surat Kctcrangan Tcmpat Tinggal untuk orang Asing Tinggal Terbatas, 
i. Surat Kcterangan Kelah.iran untuk Orang Asing, 
J. Surat Kctcrangan Lahir Mati untuk Orang Asing, 
k. Surat Ketcrangan Kematian untuk Orang Asing, 
I. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, 
m. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, 
n. Surat Keterangan Pengganti Tanda ldentitas. 
o. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) untuk WNI. 
p. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA). 

(4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan 
dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara 
Indonesia antar Kccamatan dalam Daerah, dapat diterbitkan dan ditandatangani 
oleh Carnal atas nama Kepala lnstansi Pelaksana. 

(5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu 
Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia 
antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Lahir untuk Warga 
Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia 
dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia diterbitkan clan 
ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelak:sana 

(6) Pe,1erbitan dan penandatanganan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufb, 
dapat didelegasikan kepada Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana, diatur 
lebih lanjut oleh Walikota. 

Pasal SO 

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan 
tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap serta perubahan data 
sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialarni. 

Pasal 51 

(!) KK memuat keterangan mengenai kolom Nomor KK, nama lengkap kepala 
keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alarnat, tempat lahir. tanggal 
lahlr, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam 
keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua 

(2) Keterangan mengenai kolom agarna sebagaimana dimaksud pada ayat (I), bagi 
penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agarna berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi 
tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan. 
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(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (I), berlaku untuk selamanya, 
kecuali te1jadi perubahan Kepala Keluarga 

(4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada penduduk Warga 
Negara Indonesia dan Orang /\sing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. 

(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dijadikan salah satu dasar penerbitan 
KTP. 

Pasal 52 

(I) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 
Tctap hanya diperbolehkan terdaftar dalam I (satu) KK. 

(2) Pcrubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi 
Pelaksana selnmbat-lrunbatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tcrjadinya perubahan. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimak$-'1(1 pada ayat (2), lnstansi Pelaksana 
mcndaftar dan menerbitkan KK. 

Pasal53 

Dalam rangka Peningkatan Jaminan Sosial bagi penduduk WN1 dan penduduk Orang 
Asing tinggal tetap dalam Daerah, setiap pembuatan KTP k.epada yang bersangkutan 
dapat diikut sertak.an sebagai pesena asuransi kematian. 

Pasal 54 

(I) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Ordllg Asing yang memiliki l2in Tinggal 
Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau telah menikah wajib 
memiliki KTP. 

(2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memliki Izin Tinggal Tetap 
dan sudah berumur 17 (tujuh betas) lahun dan/atau telah menikah wajib merniliki 
KTP. 

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aya1 (2) berlaku secara Nasional. 

(4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada lnstansi 
Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir, 

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian. 

(6) Penduduk scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), hanya dipcrbolehkan 
memiliki 1 (satu) KTP. 

PasalSS 

( l) KTP mencantumkan gambar L.unbang Negara dan Peta Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat taoggal lahir, 
laki-laki atau perempuan, agama status perkawinan, golongan darah, alamat, 
pekerjaan, k.ewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal 
dikeluarkan KTP, serta memuat narna dan nomor induk pegawai pejabat yang 
menandatanganinya. 

(2) KNerangan ten tang agarna sebagaimana dimaksud pada ayat (I), bagi penduduk 
yang agarnanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketcntuan Peraturan 
Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap 
dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan. 

(3) Dal am KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (!), disediakan ruang untuk memuat 
kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting. 
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(4) Masa berlaku KTP; 
a. Untuk warga Negara lndon~sia berlaku selama 5 (lima) tahun ; 
b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin 

Tinggal Tetap. 

(5) Pcnduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tzhun diberi KTP yang berlaku 
seumur hidup. 

Pasal 56 

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama 
lenglcap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alarnat, peristiwa, 
kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang. 

Pasal57 

(I) Akta Pencatatan Slpil, terdiri atas: 
a. Register Akta Pencatatan Sipil ; dan 
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

(2) Aleta Pencatatan Sipil berlaku selamanyat 

Pasal 58 

(l) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting. 

(2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan kedalam 
database kependudukan dan tidal< diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

(3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh lnstansi Pelaksana. 

(4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat: 
a. Jenis peristiwa Penting ; 
b. NIK dan status kewarganegaraan ; 
c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting ; 
d. Narna dan identitas pelapor; 
e. Tempat dan tanggal peristiwa; 
f. Nama dan identilas saksi ; 
g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ; dan 
h. Narna dan tanda tangan Pejabat yang berwenang. 

Pasal59 

(I) Kuti pan Akta Pencatatan Sipil lerdiri atas kutipan akta : 
a. Kelahiran : 
b. Kematian : 
c. Perkawinan ; 
d. Perceraian ; dan 
e. Pengakuan anak. 

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: 
a. Jenis peristi wa Penting ; 
b. NTK dan status kewarganegaraan ; 
c. Nama orang yang meogalami Peristiwa Penting ; 
d. Tempat dan tanggal Peristiwa ; 
c. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ; 
f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang ; dan 
g. Pemyntaan kese$Wlion kutipan tcrscbut dcngan data yang tcrdapat dalam 

Register Akta Pencatatan Sipil. 

Pasal 60 

( I) lnstansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai dengan tanggung 
jawabnya, wajib menerbitkan dokwnen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut : 
a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari ; 
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b. Surat Ketcrangan Pindah paling lambat 14 (empat betas) hari ; 
c. Surat Ketcrangan Pindah Datang paling lambat 14 (cmpat belas) hari; 
d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lam bat 14 (empat belas) hari; 
e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing paling lambat 14 (empat 

be las) hari ; 
f. Surat Keterangan Kelahiran paling tambat 14 (empat betas) hari; 
g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari; 
h. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari ; 
1. Surat Keterangan Pembatatan Perkawinnn paling lambat 7 (tujuh) hari ; 
j . Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling tambat 7 (tujuh) hari sejak 

dipenuhinya semua persyartan ; 

Pasal61 

(I) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis 
redaksional. 

(2) Pcmbetulan KTP sebagaimana dimaksu<I pada ayat (I), dilaksanakan dengan atau 
tanpa permohonan dari orang yang menjad~ bjek KTP. 

(3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaks\ta pada ayat (1), dilakukan oleb Instansi 
Petaksana. • 

Pasal 62 

(I ) Pembetutan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami 
kesalahan tulis redaksional. 

(2) Pcmbctulun Akta Pencatatan Sipil sebgaimana dimaksud pada ayat (!), 
di laksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. 

(3) Pcmbetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan 
oleh Pejabut Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 63 

(I) Pcmbatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) l:lerdasarkan putusan Pengaditan mengenai pembatalan akta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), Pejabat Pencatatan Si pit membuat catatan pinggir pada 
Register Aleta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan 
dari kepemilikan subjek akta. 

Pasal 64 

Dalam ha! wilayah hukum lnstansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan 
Pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan 
kepada Instansi Pelaksana yang mcnerbitkan Aleta Pencatatan Sipil oleh pernohon atau 
Pengadilan. 

Pasal 65 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan 
pembataJan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud daJam Pasal 62 dan 
Pnsal 63 , mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 66 

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formasi kalimat dalam Biodata Penduduk, Blanko 
KK, KTP, Sll!at Keterangan Kependudukan, Register dan Kuti pan Akta Pencatatan 
Sipil mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlalru. 
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Pasal 67 

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi pctugas rahasia khusus 
yang melakukan tugas keamanan Negara mempedomani peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

Pasal68 

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen 
data pada Dokumen Kependudukan. 

Pasal 69 

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian basil Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil mempe<lomani pcraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Baglan Ketiga 
Perlinduogan Data Dokumen Kepcndudukan 

f 

Pasar I 

-(I ) Data dan dokumen kependudulcan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara. 

(2) Walikota sebagai penanggung jawab memberi hak akses kepada lnstansi Pelaksana 
untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, 
scrta mencetak data, mengcopy data dan Dokumen Kependudukan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata earn 
mengenai pemberian bak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
mempedomani peraturan perundan,g-undangan yang berlaku. 

BABVlI 
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

Pasal 71 

(1) Pengelolaan lnfonnasi Administmsi Kcpendudukan dilakukan oleh Instansi 
Pelaksana. 

(2) Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), dilakukan melalui pembangunan Sitem lnfonnasi Administrasi 
Kependudukan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan 
dan peo,gelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempedomani 
peraturan perundang-undangan. 

( 4) Pengkajian dan pengembangan Si stem Informasi Administrasi Kependudukan 
dilakukl!ll oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumateta Selatan dan Pemerintah 
Kota. 

Pasa172 

(I) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan dan tersimpan dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk 
kepentingan perumusan kcbijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan. 

(2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (I), harus 
mendapatkan izin Instansi Pelaksana. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempedomani peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 
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Pasal 73 

(l) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: 
a. NomorKK ; 
b. NIK; 
c. Tanggal/Bulan/fahun labir; 
d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental ; 
e. NIK ibu kandung ; 
f. NIK ayah ; dan 
g. Beberapa isi catatan Peristiwa Penting. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting 
sehagaimana dimaksud pada ayat (I), mempedomani peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

Pasal 74 

(I) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, wajib d.isimpan 
dan dilindungi oleh Negara. ~ 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyl'i,lli"anan dan perlindungan terhadap Data 
Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (I). mempedomani peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijaga 
kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya oleh Instansi Pelaksana sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasa17S 

( I) Walikota sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas 
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, 
mengubah, meralat dan menghapus, mengcopy data, serta mencetak Data Pribadi. 

(2) Ketentuao lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara 
mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 76 

( I) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat digunakan oleh dan Petugas Instansi 
Pelaksana yang memiliki hak akses. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan 
menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VIII 
SANKSI ADMINISTRA TIF 

Pasal77 

Setiap Penduduk dikenai sanksi adrninistrasi berupa denda apabila melampaui batas 
waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam ha! ini : 
a. Pintlah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang 

Asing yang memiliki lzin Tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat ( I) ; 

b. Pindah datang ke Luar Negeri bagi Penduduk Warga Kota Palembang 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (I) ; 

c. Pi.1dab datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Kota Palembang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); 
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d. Pindah datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Iz.in Tinggal 
Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ; 

e. Perubahan status Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas menjadi Orang 
Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 
ayat(l); 

f. Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau 
Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 
18 ayat (!); 

g. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) ; atau 
h. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4). 

Pasal78 

Setiap Penduduk dikenai sanksi administrasi bcrupa denda apabila melampaui batas 
waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam ha! : 
a. Kc:lahiran sebagai111a11u <limaksud dal.am Pasal 24 ayat (I) ; 
b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (I) ; 
c. Pembatalan Perkawinan sebagaimana dim!tl ud dalam Pasal 33 ayat (I} ; 
d. Perceraian sebagaimana dimabud dalam dSal 34 ayat (I) ; 
e. Pembatal.an perceraian sebagaimana diai~.k'.sud dalam Pasal 35'ayat (I); 
f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (I) ; 
g. Pengangkatan aoak scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 38 ayat (2) ; 
h. Pengakuan anak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (I) ; 
i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 40 ayat (I) ; 
J. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) ; 
k. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 

ayat (1) ; 
I. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2); 

Pasal 79 

(!) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (!), yang bepergian 
tidak membawa KTP dikenakan denda administratif. 

(2) Setiap Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (4), yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat 
Tinggal dikenai denda administratif. 

Pasal 80 

Dalam hal Pejabat dan atau Pegawai pada lnstansi Pelaksana melakukan tindakan atau 
sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen 
Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini 
dikenakan sanksi administratif dan denda. 

Pasal 81 

Kctcntuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80, diatur dalam Peraturan 
Dacr.:th. 

BABIX 

PENYlDlKAN 

Pasal82 

(I) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik 
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukurn Acara Pidana. 
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(2) Selain Penyidik tersebut pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk :nclakukan penyidikan atas 
pelangaran Peraturan Daerah ini. 

(3) Apabila undang-undang yang menjadi dasar hokum tidak mengatur secara tegas 
kewenangan yang diberikannya, maka penyidik ;iegawai negeri sipil (PPNS) 
dalarn melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
berwenang: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya 

dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan ; 
b. melakukan tindakan pertarna dan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian; 
c. menyuruh berhenti seorang tersangkan dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda atau surat ; 
e. mengarnbil sidik jari dan memottct scseorang; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghetian penyidikan ~<ife' ah mendapat petunjuk dari penyidik 

bahwa tidak terdapat cuk11p bukti i;_u. 1 peristiwa tersebut bukan merupakan 
tindak pidana dan selanjutnya penyi!.iik memberitahukan,ha! tersebut kepada 
Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; 

,. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

BABX 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 83 

( I) Sctiap pcnduduk yang · dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokurnen 
kcpada lnstansi Pelaksana dalarn melaporkan peristiwa kependudukan dan 
pcristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ 
atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

(2) Sctiap orang yang tanpa hak. dengan sengaja mengubah, menambah atau 
mmgurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana dengan 
pidana pcnjara paling lama 6 (ennm) bulan dan/atau denda paling banyak 
Rp 25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah). 

(3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) bu)an dan/atau denda paling banyak 
Rp 25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah). 

(4) Sctiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau 
mendistribusikan blanko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda Rp. 50.000.000. (lima puluh juta 
rupiah). 

(5) Setiap penduduk yang deogan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga = anggota keluarga lebih dari satu untuk memilil<l KK atau KlP dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enarn) bulan dan/atau denda paling banyak 
Rp. 25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah). 

( 6) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2), ayat (3), 
ayat (4) dan ayat (5), pelanggnran terhadap ketentuan ayat (!), ayat (2), ayat (3), 
ayat (4) dan ayat (5), dikenakan juga ancarnan pidana sebagaimana yang telah 
diatur dalarn ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

RARXI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 84 
(I ) Semua Dolcumen Kependudukan yang telah diterb1tkan atau yang telah ada pada 

saat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
dan/atau Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan tetap berlal::u menurut 
Peraturan Dacrah ini. 
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikecual.ikan untuk KK dan KTP 
sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang 
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

Pasal 85 
J>ada saat Peraturan Daerah ini berlaku : 
a. Pcmerintah Kota mcmberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) 

tahun; 

b. Semua lnstansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling Jambat 5 (lima) tahun; 

c. KTP sewnur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum 
mcmpunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Oaerah ini ; 

d. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 55 ayat (3) tetap berlaku sampai 
dcngan h:itns w,,kt11 rerakhimya masa berlalcu KTP ; 

e. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan 
pcnandatanganan oleh pejabat pada KTP& epagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
ayat (I) dihapus setelah database kependl!:, i/1kan nasional terwujud. 

BABXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 86 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang 
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta 
seluruh peraturan teknis pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 87 

(\) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lnstansi Pelaksana Peraturan 
Daerab ini. 

(2) Hal-hnl yang bersifat teknis dan belum eukup diatur dalam Peraturan Daerah in.i, 
sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota. 

Pasal 88 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang. 

i Palembang 
• ~ • 20Q!S 

AERAH 

Hasmen, M. Si 
LEMBAAAN ('IAF'1':AH kOTA PAtn.1~A,N": 

T At.UN 20~ NOMOri 1, 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal .:I~ lY\ci 2009 

A PALEMBANG, 


